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ADNSTRAK

Dalem hukum humaniter internasional dikenal adanya suste prinsip vane
membedakan  antora kombatan  dengan penduduk sipil, dimana kombatan
merepakan pihak vang aktif dalam suate konflik bersenjata dan dapar dijadikan
sasaran perang dan tawanan perang sedangkan penduduk sipil mertpakan pihak
yang harus dilindungi, Pada hakekatnya,  penduduk sipil dan tawanan perang
merupakan pihak vang memerlokan perlindungen khusus karena selalu berada
pada pihak yany femah, Oleh karenanya diperfukan ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang pemberian perlindungan tersebut, agar terhindar dari kekerasan
berlebihan yang tidak perlu, Salah satu ketentuan tersebut vaiiu Kanvensi Jenewa
[T 1944, dimana didalamnya dijelsskan tentang definisi siapa vang dikatakan
tawanan perang  dafam suatu pertikaian dan mekanisme  perlindungannya.
Schingga hak-hak mercke dapat tetap terpenuhi walanpun berada di hawah
Kekuasaan musuh, Permasalaban yang melatarbelakongi penuolisan ini adalah
bagaimana pengaturan tentang perlindungan lerhadap tawanan perang dalam
kanvenst I Jenewa dan bentuk pengatorannya dalam hokum nasional Indonesia.
Untuk menjawaby permasalahan tersebut telah dilakukan  penelition dengan
menggunakan pendekatan yvaridis mormative yang dibantu oleh VTS ey
dengan tipe deskriptit analisis. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan
melilul studi kepustakaan {fibrary researcl) dan stodi lapangan (feld research) di
Jakarta di beberapa instensi vang terkait dan dat dari media intermet melaloi weh
sife vang berkailan depgan materi. Analisis terhadap data dan informasi Wi
diperoleh dilakukan secara kualitaif, Indonesia melalui Undang-undang Mo, 59
Tahun 1938 telah mengikatkan din sebasgai salah sa pRggnle poscria dard
Roorvensi lerschul. Ratifikasi ind menimbulkan kewnjihan bagi para peserta unink
mermbaal sy perluran |'!-I_"!'L||:|.1J:JJ:|E'_-UI'HL'I:HEEI;I] mhirsiorea | H:h:—]g;li ol
pelaksana dari Konvensi I Jenewa 1949, karena ketentuan-ketentuan di dalam
Ronvensi bersifat pon-chkschutorial sehingga secara kescluruhan hanva dapat
dilerapkan secara sempurna. jika didahului susty proses menjadikan ketentuan
internasional sebapai bagian dari sistem undang-undang nasional. Namun sampai
saal sckarang ind i Indonesiz belum terdapal undang-undang vang menpatur
tentang Hokum Humaniter, Khususnya mengenai perindungan awanan perang
karena dianggap belum merupakan suat persoalan vang vrgen. Tetapi Tentara
Masional Indonesia (TN schagai poros pertabaman Indonesia tclah berinisial
untuk membual seranpkaian peraturan vang hanva berlabe interen berkaitan
dengan perang yang berpesang pada Konvensi Jenewa.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya adagium lama yang masih lelap dianot, vaitn “Apabila mau
damai bersiaplah untuk perang™ menandakan habwa perang tidak mungkin unluk
dikilungkan.! Dalam scjarah kehidupan umat manusie, perang adalab suaty hal
vang lumrah sebagai salah satu cara mempertabankan difd,  Dalam seliap
peperangan, erat sekall hubungannya dengan penggunaan kekerasan  vang
terkadang menpenvampingkan masalah rasa kemanusizan.

Perang  schagai  naluri untuk  mempertabankan  jenis  kemudian
membaws keinsyafan bahwa cara berperany yang tidak mengenal batas it
merugikan umal manusia sehingga muolailah orang menpadakan  pembatasan-
pembatasan dengan menetapkan ketentuan-kelentuan yang mengatur perang antar
Pangsa. Dengan bertambah majunya peradaban manusia. erang mulai menginsyafi
pebowa kekejaman-kekejiaman e berentangan denpan martabat manusia. Dard
suttlafy lahie di dakam bentuknya vang modemn perikemanusizan sehagar sunly asas
dasar daripada hukum perang.”

Dalam Hukum Humanier Internasional ketentuan-ketentusn lentang
cemang it diatur oleh dun kelompok kenvensi, yaitn Setentuan hukum yang
cenzaur dentang cara dilakbukannya perang dan pembatasan-pembatasan
Sizkukannya perang diatur oleh Hukum Den Haag {Hergue Rrdles) sedangkan

—hulit vang mengalur mengenat perlindungan terhadap orang-orang vang
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memach karhan perang, baik sipil mavpun militer, diatur oleh Konvensi-Konvensi
Jenewa tahun 1944, heserta dua Protokol Tambahannya lahun 1977,

Stkap Indonesia sendini terhadap perang dapat dilikat dart kelentuan
Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945, vang secara redaksional mengemukakan
bahwa apabila Negara Indonesia akan berperanp, harus ada pernyataan darl
Presiden Republik Indonesia dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyal, Secara implisit dapat ditarik ani bahwa Indonesia
sendint tidak menolak untuk  melakukan perang sebagai salah saly cars
penyelesalin  sengketa antar bangsa. Namun  haros  disadad bahwa  sifil
peperangan yang didukung oleh Indonesia adalah vang bersifat perang pertahanan
bukanlal perang agresi. Karena itu, perang bagi Bangsa Indonesia merupakan
suatu upaya untuk menangkal sepala ancaman, baik dari luar negara matgn dari
dalam pepars. Upaya itu disebut pertahanan dan kesmanan negara.”

Hepublik Tndoncsia menjadi safah sat peseria dalam Konvensi Jenews
1944 dengan jalan meratifikasinya pada tangoal 10 September 1938 berdasarkarn
Unidang-undamy No. 59 tahen 1958 entang lkut Serts Negara Republik [ndonesia
dalam sclureh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, (LN 109 Tabun 1958
Moo 1644y Tanpa adimya persvaratan vang digjukan, maka Nepara Republik
indonesia telah mengikatkan difi sccara bukom untk mematuhi konvensi-
LONVENSE i sepenuhnya.

Berkenaan dengan pernabanan dan keamanan negara tersebut lahirlah

-ndang-vndang Moo 200 whun 1982 entang Ketentuan-Ketentuan - Pakok

=

crizhanan Keamanan Meparn Republik  Indoncsia (mengeantikan  Undang-

fhidd, hal. 34



undang No. 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perizhanan Negzara), dimana
merupakan  landasan bagi penyusunan St Perlahanan Eeamunan Rakyat
Semesta atau biasa discbut denpan Sishankamraa.

SISHANKAMBATA inl merupakan operasionalisasi dari perlawanan
rakyat semesta, vang melibatkan selurub warpa negara, wilayah, dan sumber daya
nasional laimnya, Hal i tereantum dalam Pasal 1 avat {2) Undang-Lndany No. 3
tahun 2002 tentang Pertabanan Nepgara vang merupakan penyempurnaan dari
Undang-Undang No. | tahun 1988 tentang Perubahan Alas Undang-Undaneg MNo.
20 tabun 1982 tentang Kelentvan-Fetentuan Pokok Pertahanan Negara Repuhlik
[niloncsia. Hal ini juga jelas tercantum pada Pasal 30 ayat (2) Undanpg-Undang
Drasar 1945, vang menvatakan

“Usaha pertabanan dan keamanan neears dilaksanakan mesnn sisizo

prerabanan dan keamanan rakyat semestz oleh Tenara MNasional

Inclonesia dan Keeelisian Nesara Republik  Indonesia.  sebapni

kckuoatan utama, dan rakyal sehagai kekuatan pendukung™, )

Drewasa ini telab tesadi pemisahan antara THT dan Pole ke dalam dua
matrumen hukom yang  berbeda  (herdusarkan  Ketctapan MPR BRI No,
VIMPRZ000 tentang Pemisshan TNL dan Polr dun Ketetapan MPR No.
VIIMPRZ000 tentang Peran THT din Peran Palei), maka elah terjadi perubahan
paradigma ketatanegarsan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing badan
terschul. Kepelisian berperan sebagar mstitusi vang bertangeung jawab di hidany
reamanan dan ketertiban masyarskat, oleh karenanva Polei bukanlab kombatan,
sedengkan TND herperan dalam bidang penahanan keamanan negara vang tugas

utamanya untuk menjaga keutuban dan kedaulaan negarn. TN akan ferlibat
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langsung dalam sengketa bersenjata, karenanya memiliki statos sebagai kombatan.
Pembedaan dimaksudkan agar pelaksanaan pertahanan negarn sesuai denpan
aturan hukum humamler internasional vang berkuitan {[n;:ngan prinsip pembedaamn
perlakuan terhadan kombatan dengan non-kombatan,

Tawanan perang adalah salah satn pibak  vape dikenal  dalam
peperangan. Dalam hukum humaniter sendin masalal tawanon perang mi distor
secara khusus, yanu pada Konvensi Jenewa 1011 1949, Pada Konvensi tersebut,
Jelas diatur tentang segala yang terkait dengan tawanan perang. Terdapat hak-hak
dan kewajiban-kewajiban tawanan perang vang harus diskai dan dihormati,
Marnun tedaklah jarang perlukuan vang didapat twanan perang jauh dari apa yang
ieluh diatur. Indenesia sehagai salah satn peserta Konvensi Jenewa sevopvanya
narus mengetahui lentang pengaturan mengenai lawanan perang tersebut, dan
mengimplememasikannya dalam peraturan nasional. Suatu dasar bagi TR sebagpa
siung tombak pertahanan negarr yang dikenal schagai kombawan, untuk
nemahamt dan meromuskan dalam peraturan operasionalnya schagat landasan
mtuk bertindak. Karena TN merupakan pihak vang akan terlibat langsung
wnzan wanan perang atae bebkan menjadi wwanan perang dalam sebuah
conftik bersenjuala,

Didorong keinginan penulis untuk mengelabui lebih datam Fagri

eenai masalah perang dan perlindungan twanan perang khususova perituran

posiil Iodonesin, maks penulis  tertarik untuk mengamati dan
behasnva lebib lanjur dan ditusmekan dalam seboah tulisan sebupni skripsi

2ng diberi judol ;



"FENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP TAWANAN PERANG
BERDASARKAN HUKUM  HUMANITER INTERNASIONAL DAN

IMPLEMENTASINY A DALAM HUKUM NASIONAL INDONESTA™

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan atas uraian di atas, maka penulis mermuskan heberips
permasalahan yang dianggap layak untuk dijadikan perhatian, yaiw -
| Bagaimanakab pengaturan perfindungzan terhadap tawanan perang dalam
ukem  Humaniter Intermasional dan nilai-nilai vang ferkandung i
ilalamnya 7
T Bagamanakah bentk implementasi mengenai perlindungan lerhadap

fawanan perang dalam peraturan perundang-undanem nasional ludonesia?

. Tujuan Penelitian
Secara unmen tujuan deci nset inoadalah apar dapat diketaling oleh
masyarakat e, sedangkan jika dikatkan dengan mumusan masalah o atas
renulésan i berliguan ;
I Unmk mengetahui tentang  penpaturan perlindungan terhadap sawanan
persng dalam Hokem Humaniter Iniernasional.
2 Unmk menpetahui bentek  implementasi  dari perlindungan erhadap

tawaisn perang dalam peraturan perusd ang-undangan nasional Indonesia

——
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BAB IV

PENLUTUP

A, KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan vang telah diuraikan sebelumnya,
maka dapat ditank kesimpulan sebagai berikul :

1. Tawanan perang adalah pibak vang harus dilindungi sehagai salah satu
korban perang. Yang berhak menyandang status sebagai tawanan perang
adalab setinp anggota angkatan bersenjata suatu negars dan mereka-
mercka yang telah diatur dalam Pasal 4 Konensi 111 Jenewa. Mulai dari
mereka - berstatus tawanan (awh dalam kekuasmn musub) sampai
berakhimya penawanan, segala tindakan vang dilakukan dalam  hal
pengurusan awanan dilandasi rasa perikemanusinean dan berdasarkan
ketemtuan-ketentuan vang relah distor dalum Konvensi Jenewa, Konvensi
Jugs mensaur lenling penglwmmatan derhodup hak-hak pribadi yvang
melekat  pada pirn vanan, Megao penaban owajib memberikan
Resempatan e pard tesaman ontuk menyelengparakan hak-faknva
tersehul

2. Megara Indonesia telah menyvatakan disinvg untuk ket dalam Konvensi
Jenewa: danderikat akan semoag ketentuan-ketentuan vang distur o
dabamnya dengan jalan merati(ikasi Konvensi tersebul melalun U No, 59
tahun 1928 MNamun beli melabsanakan kewajiban-bewajiban vang
timbul akibat dari ratilikasi. seperti vang elah dister dalam Renvensi

lersebt. Yang salah s belum adanya perataran perundang-
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undangan nasional vang dibum sebagal peraturn pelaksana dan Konvensi
Jenewa tersebut, Sehingpa Konvensi hanya terbatas mengikat negara saja,
tapd belum dapat diterapkan atau mengikat pada warpanva. Koreng Hukum
Flumaniter Internasional secara keseluruban hanya dapat ditesapkan secara
sempurna, jika didahului sustu proses menjadikan ketentuan inlemasional
sebagal bagian dari sistern undang-undang nasional. Namun Tentara
Masional Indonesia (TNI) sebapai komponen utama dari nesara dalam hal
pereahanan negara dan Departemen Pertabanan schagai partner keanya,
lefah berinisiatif untuk membuat ketentuan-ketentvan vang  berkenaan
dengan tugas dan fungsinya dalam sebuah peraturan yang menpikat sccara
interen mengenai pedoman  berperang yang  didasarkan pada hukum
homaniter internasional, dan Konvenst Jenewa sehagai rujukannva dengan
mengulamakan  perikemanusiaan dalam setiap operasi militernva,
Khususnya dalam hal penanganan Tawanan Pering.

Betiap perturan-persteran interen yang elah Jdibual sudah dapas dikoakan
sebagar suati wujinl pengimplementasion atas ratilikasi yang dilabukan
Indlonesia techadap Konvensi Jenewa, Larena dalin had ini IND dan
Prepartemen Pertahanan werschul bergerak untuk dan otas nama Negara
kKesatm Republik Indonesia dan mewakili kepentingan  rakvatnya,
MImUn savangnyo scinen peratutan tersehul werbatas pada penjabacan
mengenan ap yang holeh dan apa yang dilarang uniuk ditakokan anpgkatan
bersenjuta (hombatan) dalamy perang vanp berdasarkan atas Konvensi
Jeaewa. Th dalamnya belum terdapst aturan mengennl sanksi terhadap
pelangear dare ketentuan-ketentan peeany vang telah dijabarkan, sehirg s

telum dapat seotehnya diterapkan,
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